BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Demokrasi adalah sebuah konsep yang utopis, ruang heteropias kuasa dalam bentuk imajiner yang meletakkan kekuatan dan kekuasaan sepenuhnya ditangan Demos atau Rakyat. Gambaran tentang apa, bagaimana, dan mengapa konsep demokrasi dikejar sebagai sebuah mimpi bersama merupakan pertanyaan peradaban yang tiada akan pernah selesai. Jelasnya, demokrasi tetap saja sebagai sebuah idealisme yang terus menerus diperjuangkan.
 Gambaran imajiner yang kemudian dirumuskan melalui sebuah mekanisme sistemik bernama Pemilu (Pemilihan Umum). 
Pemilihan Umum adalah salah satu cerminan dari Negara yang mengusung konsep demokrasi. Sejarah panjang dimulai dari tahun 1955 saat pertama kali Pemilihan Umum diselenggarakan telah mewarnai potret perjalanan demokrasi dan Pemilihan Umum itu sendiri di Indonesia, bahkan sampai hari ini menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024. Pemilihan Umum sendiri diatur dalam Konstitusi, sebagaimana dimaksutkan Pemilihan Umum dilakukan dalam rangka memilih Wakil Rakyat. Masyarakat Indonesia dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali itu disuguhkan memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat

(DPRD) level Kabupaten dan Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah untuk selanjutnya disingkat (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya disingkat (DPR) dan memilih Presiden & Wakil Presiden.
 Kendati Pemilihan Umum sudah diatur sedemikian rupa didalam ketentuan Konstitusi agar dapat berjalan dengan demokratis tetapi nyatanya dalam tataran praktik tidak berbicara demikian. Berbagai aspek yang ada dalam kepemiluan kemudian menjadi prahara yang tak juga kunjung usai mengalami pro dan kontra ditengah masyarakat. Mulai dari marak terjadinya praktik Money Politics, lalu banyaknya jumlah petugas yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2019 silam.
 
Problematika hukum yang saat ini sedang diperdebatkan menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024, bahkan mengundang berbagai jenis kecaman dikalangan masyarakat hingga dilakukannya Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) berulang-ulang kali, yaitu adanya Presidensial Treshold (Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden & Wakil Presiden). Presidential Treshold sendiri adalah syarat atau ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusungkan calon Presiden atau Wakil Presiden dengan komposisi perolehan kuota kursi diparlemen atau perolehan kuota suara sah secara nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 Mengenai ambang batas pencalonan Presiden bukanlah suatu hal yang baru bagi dunia kepemiluan di Indonesia. Perhelatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004 menjadi titik awal lahirnya ambang batas pencalonan Presiden ketika mengalami amandemen yang ketiga kalinya pada tahun 2001. Amandemen itu juga menandai momentum awal lahirnya ambang batas pencalonan Presiden pada Pilpres tahun dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
Presidential Treshold juga selalu mengalami perubahan terhitung sejak Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004, 2009, dan terahir pada 2019 tercatat hanya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditahun 2014 saja yang tidak mengalami perubahan, tetap menggunakan format Threshold terdahulu pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditahun sebelumnya. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 komposisi perolehan kuota kursi diparlemen 15% (lima belas persen) atau perolehan kuota suara sah secara nasional 20% (dua puluh persen) kemudian 5 (lima) tahun berselang tepatnya pada pilpres ditahun 2009 penetapan syarat ambang batas pencalonan Presiden mengalami perubahan dengan komposisi perolehan kuota kursi diparlemen 25% (dua puluh lima persen) atau perolehan kuota suara sah secara nasional 20% (dua puluh persen) sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden.
 Menginjak pada Pemilihan Umum 2019 syarat ambang batas pencalonan Presiden kembali mengalami perubahan ketentuan itu terdapat pada Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon Presiden atau Wakil Presiden harus mengantongi sekurang-kurangnya komposisi perolehan kuota kursi diparlemen 20% (dua puluh persen) atau perolehan kuota suara sah secara nasional 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilihan Umum sebelumnya. 
Presidential Treshold selalu menjadi prahara tiada usai dalam perhelatan kepemiluan di Indonesia. Beberapa pihak yang pro dengan ambang batas pencalonan Presiden mengatakan bahwa pasal terkait Threshold itu Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka) artinya partai politik berhak untuk menentukan menggunakan pasal terkait ambang batas pencalonan Presiden atau tidak. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap menghalangi lahirnya calon alternatif dari putra daerah yang bercita-cita ingin menjadi Presiden Indonesia, selain itu pasal ini juga dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan Konstisusi dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) hak warga negara untuk dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan lain dianggap tidak masuk akal adalah ketika Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak (Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbarengan) menjadi dalih Pemerintah untuk menentukan ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilihan Umum sebelumnya (2014). Suatu konsep yang secara logika sangat tidak masuk diakal untuk menentukan ambang batas pencalonan Presiden berdasar pada rujukan perolehan suara Pemilihan Umum pada 5 (lima) tahun yang lalu. Adapun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, dan 2014 menetapkan ambang batas pencalonan Presiden pada hasil Pemilihan Legislatif sebelumnya yang dilakukan beberapa bulan sebelum diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 
Maka wajar saja ketika hal ini menuai begitu banyak kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat menolak adanya Presidential Treshold karena situasi tersebut akan menjadikan partai-partai besar menjadi sangat Super Power sebab memiliki perolehan suara dan kursi diparlemen begitu tinggi sehingga membuat bergantungnya partai-partai kecil terhadap partai besar untuk mendompleng elektabilitas partai dan pembagian kursi diparlemen dengan partai koalisi pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Situasi yang sangat mengkhawatirkan tentu bagi perkembangan dan perjalanan demokrasi Indonesia kedepan karena akan terjebak pada lingkaran setan.
 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul tentang Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden.
B.  Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penerapan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana problematika hukum pemberlakuan ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? 
C.  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian Problematika Hukum Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden terdiri atas :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Problematika Hukum pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
D.  Manfaat Penelitian
Sebagaimana tujuan dari adanya Hukum untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, Maka berikut uraian manfaat teoritis dan manfaat praktis Penelitian dari Problematika Hukum Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa tersalurkan ke lini masyarakat dalam rangka pengembangan nalar dan bisa dijadikan sebagai referensi sumber bahan bacaan bagi masyarakat untuk memperkaya wawasan bagi penulis khususnya akan keterbaruan informasi tentang Presidential Treshold menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dharapkan bisa dijadikan rujukan oleh Pemerintah dalam penyusunan Undang Undang Kepemiluan untuk memperbaiki Undang Undang sebelumnya demi terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis guna mencerdaskan kehidupan demokrasi Bangsa ini ataupun diharapkan dengan adanya penelitian ini agar Pemerintah Republik Indonesia meninjau kembali pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.
E. Tinjauan Pustaka
Berikut beberapa penelitian sejenis dengan penelitian Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden :
1. Takhasasu Adkha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tentang Skripsi yang berjudul Urgensi Presidential Treshold dalam Pemerintahan Indonesia.
 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif dengan melakukan analisis data induktif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan rumusan masalah apa arti penting Presidential Treshold dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu memperkuat sistem Presidensial dengan diterapkannya Presidential Treshold mengingat Indonesia menggunakan sistem multi partai. Maka dengan adanya Presidential Threshold dapat menyeleksi pasangan calon Presiden dengan Wakil Presiden guna mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen agar dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik. Penelitian diatas menguraikan pentingnya Presidential Treshold agar dapat menjalankan pemerintah yang baik, sedangkan aspek yang diteliti oleh penulis adalah Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden yang menguraikan tentang bagaimana penerapan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan implementasi pemberlakuan dari ambang batas pencalonan Presiden menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. M. Fadhillah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tentang Skripsi yang berjudul Presidential Treshold dalam sistem Presidensial.
 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Peraturan Perundang Undangan (Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) dan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PPU-XI/2013 dengan melakukan analisis data deskriptif kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan rumusan masalah apa alasan pengaturan Presidential Treshold dalam Undang Undang Nomor  tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apakah Presidential Treshold sesuai dengan sistem Presidensial. Terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, DPR dan mayoritas Fraksi setuju dengan adanya Presidential Treshold sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PPU-XI/2013 untuk menciptakan Pemerintahan yang stabil, menyederhanakan partai politik, memperkuat sistem Presidensial karena mendapat dukungan mayoritas dan menghemat keuangan Negara. Sistem Presidensial jika mendasarkan pemilihan Presiden terhadap hasil pemilu legislatif merupakan sebuah anomali. Sebab, basis legitimasi Presiden tidak ditentukan oleh formasi politik diparlemen dalam hasil Pemilihan Umum Legislatif. Presiden dan parlemen dalam sistem Presidensial adalah 2 (dua) institusi terpisah dengan basis legitimasi berbeda. Penelitian diatas menguraikan tentang apakah alasan diberlakukannya Presidential Treshold dan apakah Presidential Treshold sesuai dengan sistem Presidensial, sedangkan aspek yang diteliti oleh penulis adalah Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden yang menguraikan tentang bagaimana penerapan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan implementasi pemberlakuan dari ambang batas pencalonan Presiden menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
3. Ahmad Fadolly Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta tentang Skripsi yang berjudul Politik Hukum Penerapan Presidential Treshold dalam penyelenggaran Pemilu Serentak di Indonesia.
 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif empiris dengan melakukan analisis data deskriptif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi dengan rumusan masalah bagaimana politik hukum penetapan 20% (dua puluh persen) Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana relasi politik hukum dan penerapan Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, Politik hukum Presidential Treshold memiliki karakteristik hukum otoriter karena fraksi-fraksi yang ada diparlemen bukannya melakukan penguatan terhadap demokrasi justru mengkerdilkan demokrasi. Politik hukum Presidential Treshold juga bertentangan dengan asas tujuan pemilu yang efektif dan proporsional. Relasi politik hukum terhadap penerapan hukum Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum serentak mengakibatkan dampak buruk bagi sistem Pemilihan Umum dan demokrasi di Indonesia. Hal ini tergambarkan jelas pada besaran angka Presidential Treshold yang ditentukan sebelum adanya rapat pansus RUU penyelenggaran Pemilihan Umum mengenai Presidential Treshold yang menimbulkan tingginya intensitas politik. Penelitian diatas menguraikan politik hukum penetapan 20% (dua puluh persen) Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana relasi politik hukum dan penerapan Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum serentak di Indonesia, sedangkan aspek yang diteliti oleh penulis adalah Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden yang menguraikan tentang bagaimana penerapan pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan implementasi pemberlakuan dari ambang batas pencalonan Presiden menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitiaan ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian Kepustakaan adalah studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan kajian teoritis, norma-norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti dan referensi lain.
 Alasan penulis menggunakan kepustakaan riset dalam penelitian ini yakni agar dalam menjawab persoalan dan melakukan hipotesis penelitian bersifat teoritis dan ilmiah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan Normatif  Yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah penelitian yang lebih berorientasi kepada aspek praktis yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum konkret.
 Mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum, filosofi hukum, konsistensi hukum, penjelasan tiap-tiap pasal, legalitas hukum dan kekuatan hukum yang mengikat sehingga penulis memiliki atribut peralatan teori yang lengkap untuk melakukan pembahasan dengan cakupan pembahasan yang luas dalam membedah penelitian ini. Alasan penulis menggunakan pendekatan normatif yakni untuk menjawab persoalan hukum secara kontekstual hukum, diperbolehkan atau tidaknya regulasi penerapan ambang batas pencalonan Presiden .  

3. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, Undang Undang atau dokumen sejenis dalam bentuk lainnya. Alasan penulis menggunakan sumber data sekunder guna mendapatkan data yang valid dan kredibel untuk menunjang penelitian ini.
4.  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dari penelitian ini dikumpulkan melalui sumber data sekunder yang berupa dokumen atau berbagai alternalif lainnya.
. Melakukan studi pustaka, penelusuran dokumen sejenis serta pembacaan Undang Undang dan konstitusi juga dilakukan demi mendapakatkan hipotesis dari penelitian secara utuh. Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui data sekunder yakni untuk menguji secara teoritik problematika penerapan ambang batas pencalonan Presiden.
5.  Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna terhadap persoalan-persoalan yang akan diteliti.
 Metode analisis data kualitatif diperoleh dengan cara menginventarisir dokumen-dokumen lalu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun dengan sistematis. Alasan mengapa penulis menggunakan metode analisis data kualitatif karena penelitian ini sangat tepat jika menggunakan analisis data kualitatif guna mendapatkan hipotesis secara utuh dan menyeluruh.
G.  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian tersusun dalam 4 BAB yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Berikut sistematika penulisan penelitian Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden :
BAB I 
PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan menyajikan beberapa aspek fundamental dari penelitian penulis yaitu dengan adanya Presidential Treshold, perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia, serta pelaksanaan Demokrasi Prosedural & Demokrasi Substantif, dibalut dalam latar belakang masalah, lalu menyimpulkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan terakhir sistematika penulisan.
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum terkait Problematika Hukum, tinjauan umum Presidential Treshold, tinjauan umum Pemilihan Umum, tinjauan umum terkait Konstitusi, tinjauan umum terkait Hirarkis Peraturan Perundang Undangan, tinjauan umum Demokrasi Prosedural & Demokrasi Substantif, dan tinjauan umum Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai kerangka teoritis dalam melakukan penelitian. 
BAB III 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukum ambang batas pencalonan presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan bagaimana problematika hukum penerapan ambang batas pencalonan presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. 
BAB IV 
PENUTUP

Pada bagian penutup penulis akan menyimpulkan penelitian dari Problematika Hukum Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dengan didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan konseptual hingga pembahasan dan penelitian didukung peralatan teoritis serta analisis dokumen sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis guna mendapatkan kesimpulan secara komprehensif yang dirumuskan dan diuraikan dengan sistematis.
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